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 BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR : 100.3.3.2/192/406.001.3/2025 

TENTANG 

BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT 

YANG MENJADI OBYEK HIBAH  

 

BUPATI TRENGGALEK, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 404 ayat (7) Peraturan 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati 

menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah 

berdasarkan berita acara hasil penelitian; 

b. bahwa penelitian administratif dan fisik telah 

dilaksanakan oleh tim sebagaimana dituangkan dalam 

Berita Acara Hasil Penelitian Pemindahtanganan Barang 

Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan dan Hibah Tahun 

Anggaran 2023 Nomor : 

028/01/406.028/TPP.BMD/2023 tanggal 04 Mei 2023, 

dan permohonan Persetujuan pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah telah disetujui Bupati sesuai 

Persetujuan Pemindahtanganan Barang milik Daerah 

Nomor : 028/659/406.028/2023 tanggal 23 Mei 2023;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu 

menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang 

Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 

Empat Yang Menjadi Obyek Hibah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Taun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);   

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6868); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 350); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 99); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 128); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 

Nomor 11); 

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 

Empat Yang Menjadi Obyek Hibah. 
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KEDUA 

 

: 

 

 

Barang Milik Daerah yang menjadi Obyek Hibah sebagaimana 

dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini 

diberikan kepada “SMK Muhammadiyah” Desa Margomulyo 

Kecamatan Watulimo dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Bupati ini. 

KETIGA : 

 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Trenggalek 

pada tanggal 7 Mei 2025          

BUPATI TRENGGALEK, 

             TTD 

MOCHAMAD NUR ARIFIN 

 

  

   

Ditetapkan di Trenggalek 

pada tanggal 25 Maret 2025 

BUPATI TRENGGALEK, 

           TTD 

 MOCHAMAD NUR ARIFIN 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR : 100.3.3.2/192/406.001.3/2025 

TENTANG 

BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 

EMPAT YANG MENJADI OBYEK HIBAH  

 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

          TTD 

 

MOCHAMAD NUR ARIFIN 

 

NO KODE BARANG JENIS BARANG 
MERK / 

TYPE 

TAHUN 

PEROLEHAN 
NO POLISI 

JUMLAH 

BARANG 

HARGA 

PEROLEHAN 

PENERIMA 

HIBAH 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.3.2.02.01.01.003 STATION WAGON 
ISUZU / TBR 

PRLC 
1996 AG 315 YP 1 51.000.000 

“SMK 

Muhammadiyah” 
Desa Margomulyo 

Kecamatan 

Watulimo. 

digunakan untuk Kegiatan 

Praktik Bagi Siswa-Siswi  
SMK Muhammadiyah” Desa 

Margomulyo Kecamatan 

Watulimo Jurusan TKRO 

2 1.3.2.02.01.01.003 STATION WAGON 

SUZUKI / 

ST150 

FUTURA 

2003 AG 361 YP 1 43.500.000 

“SMK 
Muhammadiyah” 

Desa Margomulyo 

Kecamatan 
Watulimo. 

digunakan untuk Kegiatan 
Praktik Bagi Siswa-Siswi  

SMK Muhammadiyah” Desa 

Margomulyo Kecamatan 
Watulimo Jurusan TKRO 

 Jumlah    94.500.000   


